POHON KINERJA CASCADING/KESELARASAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA ESELON 1, 111, IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

TUJUAN DAERAH 1:
MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

TUJUAN DAERAH 2:

MEMPERKUAT STRUKTUR EKONOMI DAERAH YANG MAJU DAN

SASARAN DAERAH 1:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Akuntabel

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Yang Bersih Dan Akuntabel Perangkat Daerah (DPMPTSP)

SASARAN PERANGKAT DAERAH 1 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penanaman Modal dan PTSP
INDIKATOR
Nilai SAKIP

PROGRAM SASARAN 1:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Nilai LAKIP

BERKELANJUTAN
SASARAN DAERAH 2 : SASARAN DAERAH 3 :
Meningkatnya Kualitas Layanan Meningkatnya Daya Dukung Dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah
Kepada Masyarakat Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
TUJUAN PERANGKAT DAERAH 1: TUJUAN PERANGKAT DAERAH 2 :
Tercapainya Realisasi Penanaman Modal
SASARAN PERANGKAT DAERAH 2 : SASARAN PERANGKAT DAERAH 3 :
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Meningkatkan minat Investor untuk berinvestasi
Penanaman Modal dan PTSP di Kab. Katingan
‘ INDIKATOR INDIKATOR
Predikat Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN)
. |
PROGRAM SASARAN 2 :
Program Pelayanan Penanaman Modal KEGIATAN 1: PROGRAM SASARAN 3 :

P~

~

KEGIATAN 1:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR
Tersedianya Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Peranegkat Daerah

KEGIATAN 5 :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
INDIKATOR
Tersedianya Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

| | |
KEGIATAN 2 : KEGIATAN 6 :
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
INDIKATOR Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

INDIKATOR
Tersedianya Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KEGIATAN 3:

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah INDIKATOR
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

|

KEGIATAN 4 :
Administrasi Umum Perangkat Daerah
INDIKATOR
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat Daerah

KEGIATAN 7 :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

INDIKATOR
Persentase Pelayanan perizinan dan
non perizinan sesuai SOP

KEGIATAN 1 :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
INDIKATOR
Jumlah Pelayanan Perizinan Dan Non
Perizinan Sesuai SOP

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Program Promosi Penanaman Modal

KEGIATAN 1 :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Tersedianya LKPM

INDIKATOR
Persentase Peningkatan Jumlah
Investor

PROGRAM SASARAN 4 :
Program Pengelolaan Data Dan
Sistem Informasi Penanaman Modal

INDIKATOR
Persentase Data Dan Informasi
Penanaman Modal Yang Lengkap,
Akurat Dan Update

KEGIATAN 1:

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

PROGRAM SASARAN 5 :
Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

KEGIATAN 1 : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR : Terlaksananya Kesepakatan Kemitraan
PMA/PMDN dengan UMKM di Daerah

KEGIATAN 2 :
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten

\/

INDIKATOR
Persentase kepatuhan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

PROGRAM SASARAN 6 :
Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
INDIKATOR
Jumlah Investor




